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GtJHERNllR GORONTALO

PERATURANGUBERNURGORONTALO
NOMOR 6]:: TAHUN2016

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ,dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peratura.n Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kecludukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorantala tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Prcvinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones~a Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang eagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
~egawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F{JNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATAPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerin tahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.
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9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal dj wilayah tertentu, dan/atau kepada gubemur
dan bupatijwali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.

10.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau' sebagian dari kegiatan
terse but yang dilakukan seeara sukarela serta bersifat sementara
untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata.

11.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

wisata, termasuk pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata
serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

13. Kepariwi~ataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata;

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya
disingkat KPPDadalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat
beberapa Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata.

15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang
di,bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan
pariwisata

16.0byek dan Daya Tarik Wisata adalah' segala sesuatu yang
menjadi sasaran wisata.

BAB II
KEDUDUKAN

Pas3.l2
(1) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubemur.
(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasa13
Dinas Pariwisata Provinsi mempunyai tugas dibidang Pariwisata
untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

1

Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa13,
Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata sesuai

peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b. memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin

usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
e. pembinaan teknis dibidang pariwisata industri keeil dan

menengah pariwisata lintas kabupaten/kota;
d. pengumpulan bahan dan pengolahan data pariwisata dan industri

keeil dan menengah pariwisata;
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dari
yang
dan

e. pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasarna dengan,
sernua pihak yang terkait baik instansi pemerintah,. swasta/ dunia
usaha dan Unsur - unsur lainnya dalam rangka pariwisata;

f. penyusunan rencana kerja untuk rnelaksanakan tugas pokok;
g. pelayanan ketatausahaan pariwisata;
h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan

pariwisata; dan
1. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasal5
Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengernbangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
d. Bidang Pengernbangan Pernasaran Pariwisata;
e. Bidang Pengernbangan Ekonorni Kreatif dan SDMPariwisata; dan
f. Kelornpok Jabatan Fungsional.

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasa16
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata yang
berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. rnembantu Gubernur jWakil Gubernur dalam melaksanakan

ttigas pembangunan dan pelayanan bidang Pariwisata;
b. mengkoordinasi seluruh program Pariwisata mulai

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan baik
menyangkut tugas desentralisasi, dekonsentrasi
pembantuan;

c. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang
Pariwisata;

d. rnelakukan pengendalian terhadap pelayanan urnurn dan usaha-
usaha kepariwisataan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol}:hGubernur.
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. Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal8
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang menpunyai tugas

I
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
menge~dalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan
masyarakat.

Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

menyusun laporan;
b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan Iaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan

kegiatan satuan secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11
Sub Bagian. Perencanaan dan Keuanga..n mempunyai tugas
nlengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring,
evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan,
penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi
serta pengawasan dilingkup dinas.

menyiapkan dan mengkompilasikan bahan
strategis, perencanaan programjkegiatan dan

dengan
mendukung

mengkoordinasikan
dalam rangka

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun,

perencanaan
keuangan;

b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan
p~ngendalian serta laporan pelaksanaan programjkegiatan dan
keuangan;

c. mengkonsultasikan dan
instailsi/unit kerja terkait
pelaksanaan kegiatan kedinasan;

d. menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan
penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP),Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
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e. rnelakukan evaluasi pelaksanaan prograrn/kegiatan, capalan
kinerja dan rencana kerja tahunan;

f. menyiapkan dan menyusun prosedur tetaplstandar operasional
dan prosedur terkajt pengeJolaan keuangan, perencanaan,
evaluasi dan pelapcran~

g. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
h. menatausahakan pengelolaan keuangan;
1. Q1enghirnpundan mengolah data keuangan;
J. menyusun laporan keuangan SKPD;
k. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
1. menelit.i dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara

lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disa:p1paikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PAjKPA;
2. ke1engkapan SPP-UPjGUjTUP, SPP-UPjGUjTUP-Nihil dan

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

m. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
n. rnenyiapkan dan rnenerbitkan SPM;
o. rnengajukan SPM beserta kelengkapan, dokurnen kepada BUD

melaJui belldahara pellgeluaran;
p. rnengelola pernbayarcm gaji pegawai;
q. mengendaJikan, mengontroJ dan mengevaJuasi pelaksanaan tugas

bendahara pengeluaran;
r. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,

penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
s. membuat laporang pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan

definitive anggaran }kegiatan, register kontrak}Surat Perintah
Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi
pembayaran per nomor kont.rak;

t. mernbuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan
akuntansi;

u. rnengarsipkan seluruh dokurnen pernbayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

\l. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan
melaporkan kepada BUD serta PA;

w. rnenyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan; dan

x. menyiapkan bahanj data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

y. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13
Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian rnernpunyai tugas
me1aksanakan pe1ayanan administrasi umum, kehumasan,
ketatausahaan, penyusunanan rencana kebutuhan barang unit dan
administrasi kepegawman yang berbasis aplikasi.
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Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang

milik daerah;
f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi

pegawai berbasis aplikasi;
g. pengemqangan kapasitas SDMAparatur;
h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. penyusunan bahan evaluasi dan pe1aporan kegiatan;
J. memimpin,' mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan

dari Sekretaris;
1. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin

yang menjadi tanggungjawabnya;
n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN,

dan SPT;
p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja

pegawai, Standar Operasional Prosedur (~OP), Standar Pelayanan
Minimum (SPM);

q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;

r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit
kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang
ditetapkan;

t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas

serta administrasi perjalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penglnman

surat, penggandaan naskah dinas (SFT/ SPPD/ Konsep Surat
berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
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w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah; dan

x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan

Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 15
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai
tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana
prasarana dan u!5aha jasa pariwisata, serta standarisasi produk
pariwisata.

sebagaimana dimaksud dalam
Destinasi dan Industri Pariwisata

destinasi

destinasipengembangan

pengembangandan

Pasal16
Dalam melaksanakan tugas
Pasal 15, bidang Pengembangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan

destinasi pariwisata;
c. pelaksanaan penelitian

pariwisata;
d. pelaksanaan kerjasama dalam

pariwisata;
e. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daya tarik wisata;
f. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata

dan usaha j~sa pariwisata;
g. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi produk

pariwi!5ata;
h. peiaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu

dengan KabupatenjKota;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

program Bidang Pengembangan Destinasi; dan
J. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal17
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata dan Pemberdayaan

Masyarakat; dan
c. Seksi Industri Pariwisata.

Pasal 18
Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas
meningkatkan pengembangan daya tarik wisata.
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dimaksud dalam
dan Pemberdayaan

Pasal19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal' 18, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
menyelenggarakan fW1gsi:
a. penyusunan program kerja~
b. penyiapan bah an kebijakan teknis pengembangan daya tarik

wisata;
c. fasilitasi pengembangan event kepariwisataan di KabupatenjKota;
d. penyiapan bahan penyusunan pedom~n penataan kawasan

pariwisata dan claya tarik wisata;
e. penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi daya tarik

wisata;
f. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
g. pelaksan~an sinergisitas pengembangan daya tarik wisata secara

terpadu dengan Kabupatenj Kota, stakeholder pariwisata lainnya
dan instansi terkait;

h. pe1aksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya
tarik wisata;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
program Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

J. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal20
Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan
fasilitasi sarana prasarana pendukung daya tarik wisata.

Pasa121
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
Pasal 20, Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana program dan kegiatan keIja Seksi Tata Kelola

Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana prasarana dan usaha

jasa pariwisata;
c. penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana

daya tarik wisata;
d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan

u~aha jasa pariwisata;
e. penyiapan bahan peny-usunan pedoman penataan kawasan dan

daya tarik wisata;
f. penyiapan dan penyusunan data investasi sarana dan prasarana

daya tarik wisata;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

program Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata dan Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasal22
Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas menyusun
panduan,pembinaan, dan me1aksanakan sosiaHsasi serta fasiHtasi
standarisasi produk usaha jasa pariwisata.

Pasa123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 22, Seksi Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

I

a. ptmyiapan perumusan kebijakan industri usaha dan jasa
p?-riwisatadi seksi Industri Pariwisata;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis standarisasi produk;
c. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dengan stakeholder

19-innyadalam rangka pe1aksanaan standarisasi produk usaha
jasa pariwisata;

d. penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi
produk usaha jasa pariwisata;

e. penyiapan bahan peJaksanaan pembinaan dan pengawasan
usaha jasa pariwisata;

f. penyusunan panduan standarisasi produk usaha jasa
pariwisata;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
program Seksi Industri Pariwisata; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 24
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pemasaran pariwisata di Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata.

Pasal25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Bidang Pengembangan Pernasaran Pariwisata
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan strategi pemasaran,

Pengembangan Sarana Promosi, Pengembangan Prornosi dan
Pertunjukan serta Informasi dan Analisis Data Pemasaran;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran
pariwisata;

c. pelaksanaan penelitian dan. pengembangan potensi pasar
kepariwisataan;

d. pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata
dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri;

e. pelaksanaanpengembangan promosi pariwisata secara terpadu
baik di dalam maupun di luar negeri;
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f. pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi
penyelenggaraan promosi kepariwisataan, terpadu antar / dengan
Kabupaten/Kota dan stakeholder pariwisata lainnya;

g. pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata, pemberian layanan
informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan
dan masyarakat;

h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

program Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
J. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Pasa126
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari
a. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
b. Seksi Perrgemba!lgan Promosi dan Pertunjukan;
c. Seksi Informasi dan Analisis Data Pemasaran.,

Pasa127
,

Seksi' Strategi Pemasaran Pariwisata
mdaksanakan penelitian pengembangan
rekomendasi pemasaran.

mempunyai tugas
dan memberikan

Pasa128
Dalarrl melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal27,
Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis analisa pasar;
c. penyiapan bahan pelaksanaan analisa permintaan dan

penawaran pasar potensial;
d. penyiapan bah an pelaksanaan identifikasi potensi dan

permasalahan pemasaran;
e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru;
f. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
g. pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran pasar potensial,

identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran, pemasaran
produk baru;

h. penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

program Seksi Stategi pcrnasaran pariwisata; dan
J. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal29
Seksi Pengembangan Promosi dan Pertunjukkan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan, koordinasi, kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di seksi promosi dan pertunjukkan. ,
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dimaksud dalam
dan Pertunjukan

Pasa130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
Pasal 29, Seksi Pengembangan Promosi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan melaksanakan program' dan kegiatan promosi

dan pertunjukkan;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan promosl pariwisata

secara terpadu;
c. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama

penyelenggaraan even serta berpatisipasi dalam pameran / even
pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;

d. pelaksanaan travelexchange dan roadsho~ dalam dan luar negeri;
e. pelaksanaan familiarization trip,press tour dan widya wisata;
f. pelaksan!lan promosi melalui media;
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi

kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan j antar pemerintah
provinsi, kabupatenjkota, industri pariwisata, asosiasi dan
stakeholder pariwisata; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal31
Seksi Informasi dan Analisis Data Pemasaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan sarana promosi dan pelayanan informasi
pariwisata untuk wisatawan dan masyarakat.

Pasa132
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal .31, Sek,si informasi dan analisis data pemasaran mempunyai
fungs! sebagai berikut:
a. pe,nyusunan rencana program dan kegiatan perumusan kebijakan

di seksi informasi dan analisis data pemasaran;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan informasi

pariwisata;
I

c. pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan
masyarakat;

d. penyelenggaraan Tourist Information Centre (TIC)j Tourist
Information service (TIS);

e. penyiapan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
f. pelaksanaan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan

promosi pariwisata;
g. pelaksanaan moonitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

program Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

dan SDMKepariwisataan

Pasal33
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisataan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan

I

pelaksanaan kebijakan pada pengembangan Ekonomi Kreatif,
Hubungan Keleinbagaan Kepariwisataan dan sumber daya manusia
kepariwisataan.

Pasal34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Bidang pengembangan Ekonomi Kreatif dan sumber daya
manusia kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana' program dan kegiatan

bidang pengembat:gan Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;

b. melaksanakan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif, Hubungan
Kelembagaan Kepariwisataan dan sumber daya manUSla
kepariwisataan di daerah;

c. melaksanakan sertiflkasi pada insan kreatif sumber daya
manusia kepariwisataan;

d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan bidang pengembangan Ekonomi Kreatif,
Hubungan Ke1embagaan Kepariwisataan dan sumber daya
manusia kepariwisataan;

e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif,
Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan sumber daya
manusia kepariwisataan;

f. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
pengembangan Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;

g. menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengembangan
Ekonomi Kr:eatif, Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan
sumber daya manusia kepariwisataan;

h. m~laksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 35
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisataan
terdiri dari :

t

a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.
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Pasa136
Seksi Pengembangan Ekonomi
melaksanakan, pembinaan dan
pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kreatif mempunyai
pengembangan

tugas
kegiatan

Pasa137
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Seksi'Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan, perancangan dan pelaksanaan program ekonomi

kreatif berbasis seni, budaya, desain, media.dan iptek;
b. m'elaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan

pe1aksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif berbasis
seni, budaya, desain, media dan iptek;

c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakah dan program ekonomi kreatif berbasis seni, budaya,
desain, media dan iptek;

d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada,
semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif berbasis seni,
budaya, desain, media dan iptek;

e. menyusun laporan secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal38
Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas
melaksanakcm pembinaan, koordinasi kelembagaan, pengembangan
standar kompetensi pariwisata, kurikulum, pelatihan kepariwisataan,
fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia
kepariwisataan.

Pasa139
Dalam.melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana program dan penyiapan perumusan

kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan

kelembagaan bidang kepariwisataan Provinsi Gorontalo;
c. penyiapan pelaksanaan peningkatan hubungan kerjasama

kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama

kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional
maupun internasional;

e. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar stakeholder dengan luar
daerah maupun luar negeri.

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan secara
berkala; dan

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasal40
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan
pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan daerah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota.

Pasal41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal40,
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pengembangan

sumber daya manusia kepariwisataan;
b. pelaksanaan analisa potensi SDMbidang Pariwisata;
c. pembinaan 'dan peningkatan pengetahuanjkemampuan dalam

rangka rrieningkatkan kualitas SDMPariwisata~
d. menyiapkan materi bahan pembinaanjpelatihan SDMPariwisata;
e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi

bidang Pariwisata;
f. fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi SDMPariwisata;
g. penyiapan Bahan Sertifikasi pembinaan dan Uji Kompetensi SDM

Pariwisata; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal42
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan' jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa143
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pernimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) .Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAH VI
TATA KERJA
Pasa.l44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pariwisata wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Dinas Pariwisata serta dengan instansi lain di luar . lingkungan
Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasa145
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Pariwisata:
a. bertanggl;lngjawab memlmpm dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal46
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas dibantu oleh bawahanya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal47
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jaw2.b kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal48
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BAB Vll
ESELON,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal49
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon

IlIa atau jabatan administrator.

16



operasional danl atau
Dinas Pariwisata dapat

(3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon
IVa atau jabatan pengawas.

Pasa150
(I) Pejabat struktural eseion II ke b,awah diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Pejabat stniktural e3elon HI ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang
oleh Gubernur Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal51
Bagan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BABIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal52
(1) Untuk me1aksanakan tugas teknis

tugas teknis penunjang di lingkungan
dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasa153
Organisasi dan Tata Kerja Unit PeIaksana Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal54
Pada ,saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku se1uruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

PasaI55
Pada .saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor25 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontal0 Tahun 2014
Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasa156
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal2 Januari 2017.
Agar: setiap orang mengetahuinya, memerii1tahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Demembcr 2016
Pit. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Diundangkan di Gorontfilo
pad a tanggal 23 Demcm\wr' 2016
SEKRETARIS DAERAH PROV!.

WINAC!:!20 OARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 6J..
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR
TANGGAL:
TENTANG:

6l ~iloiN 2&1'
23 Dcsc;r•.ocr 2~16
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASt, TUGAS DAN FUNGSI,
PROVINSI GORONTALO

SERTA TATA KER.JA DINAS PARIWISATA

KEPALA DINAS

r--~-------------'---- .~ SEKRETARJS

KEL JAB FUNGSIONAL
SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SUB BAGlAN
UMUMDAN

KEPEGAWAIAN

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PIt. GUBERNUR GORONTALO,

BIDANG

MANUSIA KEPARIWISAT AAN

- PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF & SDM KEPARWISATAAN

SEKSI
I.- PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF

SEKSI

- HUBUNGAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISAT AAN

SEKSI

- PENGEMBANGANSUMBERDAYA

UM'D

BIDANG
PENGEMI3ANGAN PEMASARAN~ -

PARIWISATA

SEKSI
STRATEGI PEMASARAN 1-

PARIWISATA

SEKSI
PENGEMBANGAN PROMOSI I--

DAN PERTUNJUKAN

SEKSI
INFORt\1ASI DAN ANALISIS -DATA PEMASARAN

SEKSI
INDUSTRI PARIWISATA

SEKSI TATA KELOLA
DESTINASI WISATADAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

BJDANG
PENCJEMBAN(}AN DEStlNASI
DAN INDUSTRI PARIWISATA

SEKSI
PENGEMBANGAN DESl'lNASI

PARIWISATA
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